BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab Pelaku Usaha Akibat Pemasaran Produk Makanan dan

Minuman Kadaluarsa di kota Gorontalo:

Tanggungjawab produk yang diberikan oleh pelaku usaha di supermarket di
kota Gorontalo sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 2 namun untuk
memperoleh mendapatkan ganti rugi atau menuntut tanggung jawab dari pelaku
usaha, konsumen kota Gorontalo terkendala dengan klausula baku yang tidak
sesuai dengan ketentuan Pasal 18 di dua supermarket, adapun bunyi klausula baku
yang di gunakan yaitu di makro supermarket klausula baku yang digunakan
TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA BARANG YANG SUDAH
DIBELI TIDAK DAPAT DITUKAR/DIKEMBALIKAN “ dan supermarket yang
kedua yang menggunakan klausula baku yang tidak sesuai dengan ketentuan
UUPK yaitu swalayan jayamart adapun klausula yang digunakan “TELITI
SEBELUM MEMBELI BARANG YANG SUDAH DIBELI TIDAK DAPAT
DITUKAR/DIKEMBALIKAN ”. Jelas klausula yang digunakan tidak sesuai
dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa pelaku usaha
berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen..

2. Kendala konsumen untuk memperoleh haknya sesuai dengan UUPK dari

pelaku usaha produk makanan dan minuman kadaluarsa di kota Gorontalo:
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a. Kurang pemahaman akan undang-undang perlindungan konsumen
merupakan kendala utama bagi konsumen di kota gorontalo untuk
mendapatkan haknya terutama untuk memperoleh ganti rugi dari pelaku
usaha ketika di rugikan

b. Pencantuman klausula baku klausula baku yang berisi penolakan
pengembalian barang yang telah dibeli merupakan kendala kedua dari
konsumen di kota Gorontalo untuk mendapatkan hak-haknya sebagai
konsumen ketika dirugikan

5.2 Saran.

1. a) Diharapkan kepada Disperindagkop,UMKM dan penanaman modal
kota Gorontalo memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai
Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar tidak terjadi pelanggaran
terhadap hak-hak konsumen yang disebabkan ketidak pahaman oleh
pelaku usaha akan undanng-undang pelindungan konsumen
b) Kepada Balai POM Gorontalo dalam pengawasan tidak hanya melihat
dari catatan pelanggaran saja untuk pengawasan yang rutin karena hal itu
membuka ruang bagi pelaku usaha lain untuk melakukan pelanggan.

2. a) Diharapkan kepada Disperindagkop, UMKM dan penanaman Modal
kota Gorontalo memberiakan sosialisasi kepada konsumen Kkota
Goronatalo agar konsumen paham dan mengetahui hak-hak mereka yang

dilindungi dalam undang-undang perlindungan konsumen.
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b) Diharapkan kepada Disperindagkop,UMKM dan penanaman modal
memberikan pemahaman akan penggunaan klausula baku yang benar

berdasarkan UUPK kepada pelaku usaha.
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